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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” –
Q.S. Al Baqarah: 286.

“Satu-satunya hal yang boleh kita lakukan adalah percaya bahwa kita tidak akan
menyesali pilihan yang kita buat.” – Levi Ackerman.
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RINGKASAN

Nur Syifa Amelia. Januari 2024. TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021). Skripsi, Program
Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 113 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan suatu perbuatan atau
upaya seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang
atau harta dari suatu tindak pidana dengan melalui berbagai transaksi
keuangan agar uang atau harta yang diperolehnya tampak seolah-olah
berasal dari kegiatan yang sah/legal. Korupsi merupakan salah satu dari
tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang
merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari kejahatan tersebut.

Salah satu kasus yang sempat ramai menyita perhatian publik yakni kasus
Tubagus Chaeri Wardana dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa
melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit
Rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) TA 2012
serta terkait Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas
Kota Tangerang Selatan pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel TA 2012
yang selanjutnya Terdakwa juga didakwa melakukan kejahatan lain yakni
melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut.

Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan jenis
kombinasi dan menuntut terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan
Kesatu Alternatif Kedua Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal
65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Kumulatif
Kedua Alternatif Pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan g Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana. Pada tingkat pertama dengan Putusan Nomor 99/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Jkt.Pst, tingkat banding dengan Putusan Nomor
45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, maupun tingkat kasasi dengan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 oleh Majelis Hakim
Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak
terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Peneliti kemudian tertarik untuk meneliti Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 yang pada putusan tersebut dinyatakan dalam
salah satu pertimbangan hakim bahwa: “menjatuhkan putusan sekedar
mengenai perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi
adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan karena Penuntut Umum tidak
berhasil membuktikan adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang,
yaitu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang hasil korupsi
yang di peroleh Terdakwa telah di pergunakan untuk investasi dalam
kegiatan usaha dan/atau uang hasil korupsi Terdakwa di pakai untuk
kegiatan modal usaha dalam bidang lainnya. Fakta membuktikan uang
hasil korupsi Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan
pribadi Terdakwa dalam bentuk konsumtif, antara lain pembelian rumah,
kenderaan (mobil) mewah bermerek dan lain-lain penggunaan yang
bersifat konsumtif, bukan yang bersifat investasi yang bisa
berkembang”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010, Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini”. Sementara frase “investasi yang bisa berkembang” sebagaimana
dalam pertimbangan hakim tidak terdapat dalam rumusan delik tindak
pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa uang hasil
korupsi terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan
bersifat inventasi yang bisa berkembang menjadi alasan mengapa
terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang
seharusnya alasan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam
pertimbangan karena inti delik pencucian uang adalah adanya upaya
menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana. Dalam
kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, investasi adalah salah
satu dari banyak cara yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan
jejak asal-usul uang hasil kegiatan ilegal dengan cara melakukan
investasi pada bisnis yang legal, kemudian uang hasil kejahatan
tersebut oleh karena investasi dapat terlihat seolah-olah sah dan
bahkan tidak lagi dapat dilacak asal-usulnya. Pencucian uang dapat
dilakukan melalui berbagai cara dan tidak terbatas hanya pada
investasi saja. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim
menyebutkan fakta membuktikan uang hasil korupsi dipergunakan
untuk kepentingan pribadi Terdakwa, menurut sudut pandang peneliti
dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu kiranya untuk kemudian
mempertimbangkan rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan
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oleh Terdakwa dalam menggunakan uang hasil dari korupsi sehingga
dari perbuatan-perbuatan itu dapat terindikasi apakah sebagai
perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal-usul harta hasil kejahatan.

2. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1957K/Pid.Sus/2021 yang
dalam amar putusannya menolak permohonon kasasi dari Penuntut
Umum maupun Terdakwa dan memperbaiki Putusan Nomor
45/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, peneliti berpendapat bahwa Majelis
Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini selain
terhadap tindak pidana korupsi menurut peneliti terdakwa juga dapat
dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang yakni dengan
menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana dalam Dakwaan Komulatif Kedua Alternatif
Pertama Penuntut Umum.
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ABSTRAK
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1957 K/Pid.Sus/2021 dan mengetahui
bagaimana pertimbangan Majelis Hakim serta tepat atau tidaknya Majelis
Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif dengan sifat penelitian preskriptif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan
kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Investasi yang bisa
berkembang sebagai pertimbangan tidak dapat menjadi dasar Majelis
Hakim dalam menjatuhkan putusan karena unsur esensial dalam delik
pencucian uang adalah adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan
uang hasil tindak pidana sehingga pertimbangan tersebut merupakan
perbuatan yang tidak sesuai dengan tiga asas yang harus diperhatikan oleh
Hakim yakni asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 2) Pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1957K/Pid.Sus/2021 dalam amar
putusannya menolak permohonon kasasi dari Penuntut Umum maupun
Terdakwa dan memperbaiki Putusan Nomor 45/PID.SUS-
TPK/2020/PT.DKI, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak
tepat dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, menurut peneliti dalam perkara ini selain
terhadap tindak pidana korupsi terdakwa juga dapat dijerat dengan pasal
tindak pidana pencucian uang yakni dengan menggunakan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam
dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi.
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